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Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar
di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-491/PB.3/2023

tanggal 4 April 2023 hal sebagaimana pada pokok surat dan mengingat kewajiban pembukuan oleh

Bendahara sesuai dengan PMK nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab

Bendahara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka memudahkan bendahara dalam melakukan kegiatan pembukuan dan sejalan

dengan upaya akselerasi penggunaan cara bayar non tunai pada kegiatan belanja oleh

bendahara, telah disusun petunjuk teknis tentang tata cara pembukuan transaksi non tunai yang

dilakukan oleh bendahara yang melengkapi petunjuk teknis aplikasi SAKTI Modul Bendahara

yang telah diterbitkan.

2. Petunjuk teknis ini terdiri dari beberapa bagian, yang masing-masing memberikan informasi

tahapan tata cara pencatatan transaksi pada Modul Bendahara Aplikasi SAKTI, sebagai berikut:

a. Tata Cara Pembukuan Pungut-Setor Pajak Secara non Tunai;

b. Tata Cara Pembukuan Pembayaran Kuitansi Bendahara Secara non Tunai;

c. Tata Cara Pembukuan Biaya Transfer Antar Bank;

d. Tata Cara Pembukuan UP BPP (Update SAKTI).

3. Apabila terdapat pertanyaan terkait informasi yang disajikan dalam petunjuk teknis ini,

Bendahara dapat menyampaikan pertanyaan melalui Layanan HAI DJPB agar dapat ditangani

oleh tim teknis.

4. Berkenaan hal di atas, diminta kepada para Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyampaikan

Petunjuk Teknis Pembukuan Transaksi Non Tunai kepada Bendahara satuan kerja masing-

masing sebagaimana lampiran surat ini untuk dipedomani.

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM), KPPN Pematang Siantar berkomitmen selalu

memberikan layanan dengan CETAR (Cepat, Transparan dan Responsif).

Demikian disampaikan untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima

kasih.

Plt.Kepala Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Tipe A1 
Pematang Siantar

Ditandatangani secara elektronik
Ida Royani Hutapea

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

http://KOPSURAT
http://KOPSURAT
http://KOPSURAT
http://KOPSURAT
http://KOPSURAT
http://ALAMAT
http://ALAMAT
http://S-292/KPN.0204/2023
http://27 April 2023
http://SIFAT
http://LAMPIRAN
http://PERIHAL
http://PENANDATANGAN
http://PENANDATANGAN
http://PENANDATANGAN
http://PEJABAT


1 

 

 

PETUNJUK TEKNIS PEMBUKUAN TRANSAKSI NON TUNAI 

 

Dalam rangka memudahkan bendahara dalam melakukan kegiatan pembukuan 

sebagaimana diamanatkan dalam PMK nomor 162/PMK.05/2013 dan sejalan dengan upaya 

akselerasi penggunaan cara bayar non tunai pada kegiatan belanja oleh bendahara, disusun 

petunjuk teknis yang bertujuan untuk memberikan panduan dan pemahaman teknis tentang 

pembukuan transaksi bendahara tentang tata cara pembukuan transaksi non tunai yang 

dilakukan oleh bendahara. Petunjuk teknis ini juga melengkapi petunjuk teknis aplikasi SAKTI 

Modul Bendahara yang telah diterbitkan. 

Petunjuk teknis ini terdiri dari beberapa bagian, yang masing-masing memberikan 

informasi tahapan tata cara pencatatan transaksi pada Modul Bendahara Aplikasi SAKTI. 

Secara singkat ruang lingkup Petunjuk Teknis ini terdiri atas: 

A. Tata Tata cara Pembukuan Pungut-Setor Pajak Secara non Tunai; 

Pada bagian ini dijelaskan langkah-langkah pencatatan bendahara atas pajak yang 

dipungut ketika melakukan belanja dan penyetoran pajak yang telah dipungut ke Kas 

Negara. Jarak antara pemungutan dan penyetoran pajak seyogyanya tidak terlalu lama 

dan tidak melebih batas waktu 1 (satu) bulan. 

B. Tata cara Pembukuan Pembayaran Kuitansi Bendahara Secara non Tunai; 

Pada bagian ini dijelaskan langkah-langkah pencatatan kuitansi atas belanja yang 

dilakukan. Kuitansi dapat dicatat sebesar nilai bruto atau nilai netto.  

C. Tata Cara Pembukuan Biaya Transfer Antar Bank; 

Bendahara dapat mencatat biaya transfer antar bank pada pembukuan. Sesuai dengan 

PMK 230/PMK.05/2016, biaya yang timbul akibat penggunaan Layanan Perbankan 

Secara Elektronik dari rekening Bendahara dapat dibebankan pada DIPA Kantor/Satker 

berkenaan. 

D. Tata Cara Pembukuan UP BPP (Update SAKTI). 

Pada bagian ini dijelaskan update pada Aplikasi SAKTI terkait dengan UP pada BPP. 

Pencatatan oleh BPP dihilangkan dan bergantung pada pencatatan oleh Bendahara 

Pengeluaran. 

Petunjuk teknis ini diharapkan akan membantu Bendahara dalam menyelesaikan 

permasalahan pembukuan terutama terkait transaksi non tunai. Jika terdapat informasi yang 

kurang jelas dan membutuhkan bantuan tambahan terkait informasi yang disajikan dalam 

petunjuk teknis ini, Bendahara dapat menyampaikan pertanyaan melalui Layanan HAI DJPBN 

agar dapat ditangani oleh tim teknis.  
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A. Tata cara Pembukuan Pungut-Setor Pajak Secara non Tunai 

1. Pencatatan Pungutan dan setoran pajak di SAKTI dicatat menggunakan cara 

pembayaran yang sama. Pungutan pajak tunai akan dicatat setoran pajak tunai. Demikian 

juga untuk pungutan pajak non tunai akan dicatat setoran pajak non tunai. 

2. Untuk mencatat transaksi kuitansi yang dibayar secara tunai namun dengan penyetoran 

pajak non tunai melalui CMS dapat dilakukan sebagai berikut : 

a. Catat pungutan pajak secara non tunai pada menu : 

Bendahara > Transaksi > Mencatat Pungutan Pajak > Jenis Pemindahan Kas 

Non Tunai 

 

b. Catat Setoran pajak secara non tunai pada menu : 

Bendahara > Setoran > Setoran Pajak > Non Tunai 

 

c. Akan terdapat perbedaan saldo antara pencatatan SAKTI dengan rekening koran. 

Untuk menyamakan saldo, catat penyetoran ke bank kategori kas UP/GUP/GUP Nihil 

atau Lainnya sesuai dengan belanjanya 
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B. Tata cara Pembukuan Pembayaran Kuitansi Bendahara Secara non Tunai 

1. Pencatatan pembayaran kepada rekanan transaksi melalui CMS (non tunai) dapat dicatat 

pada Aplikasi SAKTI melalui menu : 

Bendahara > Transaksi > Membuat Kuitansi  

 

C. Tata Cara Pembukuan Biaya Transfer Antar Bank 

1. Pembebanan Biaya transfer dilakukan dengan mencatat Surat Perintah Bayar (SPBy), 

dengan Pembebanan pada akun Belanja Keperluan Kantor (521111) atau akun Belanja 

Barang Operasional Lainnya (521119). Atas perintah bayar tersebut, kemudian 

dilanjutkan dengan perekaman kuitansi non tunai. 

2. Surat Perintah Bayar (SPBy) hanya untuk 1 akun belanja sehingga Dana yang ditransfer 

dengan Biaya transfer dibuat dengan SPBy terpisah. 

3. Biaya transfer dicatat pada Modul Bendahara Sakti melalui Menu: 

Bendahara > Pemindahan Kas > Kas Bank Bendahara Pengeluaran > Transfer 

Keluar 
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Contoh SPby Biaya Transfer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Tata Cara Pembukuan UP BPP (Update SAKTI) 

1. Terdapat update pada Aplikasi SAKTI terkait pembukuan transaksi UP BPP.  

2. Transaksi Penerimaan UP BPP otomatis terekam di Menu Pemindahan Kas setelah data 

disimpan. 

3. BPP tidak perlu merekam transaksi Penerimaan UP pada Menu:  

Pemindahan Kas > Penerimaan Kas Masuk  

4. Proses hapus dan ubah tanggal UP BPP hanya bisa dilakukan oleh BP 

5. Alur transaksi UM kategori Kas TUP, LS Bendahara, UPKP dan Hibah tidak ada 

perubahan. 
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